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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
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TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung dalam berbagai

sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan

penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan

penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk

meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui

pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan

melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah

mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan

berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat

semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang …



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara 3358);

14. Peraturan …
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3586);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak

dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam

dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3776);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4242);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan;

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989

Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03  Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

23. Peraturan …
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23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03

Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan

Keindahan;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega (Lembaran Daerah

Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 01);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2008 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2008 Nomor  09);

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Hutan

Kota (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN

RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB …
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

4. Walikota adalah Walikota Bandung.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah

yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat

pendelegasian dari Walikota.

6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lainnya.

7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas

baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur

dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa

bangunan.

8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam.

9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah

Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan

yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau

halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

11. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi

permukaan tanah.

13. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas

tumbuh dan menjadi identitas daerah.

14. Rekreasi ...


